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Menimbang

Mengingat

BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 82 TAHUN 2008
TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL

DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN PEMALANG

BUPAT] PEMALANG,

: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53

Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Uraian Tugas
Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.

Undang-Undang Nomor 13 Tehun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53,
Tambahan L :mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan [.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950,

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
Peraturan Pemennwh Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
4593);
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Menetapkan

5.

Peraturan Pemerintah Nemor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Dacrah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47371,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89. Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

. Peraturan Presiden Nomor | Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan:

. Peraturan Menteri Dalum Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2008 Nomor 1):

. Peraturan Duaerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 lentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12):

. Peraturan Bupati Pemalung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabarun

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang
(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 53).

MEMI TUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN PEMALANC,

HBAB I
KETENTUAN UMLM

Pfasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan :

I. Daerah adalah Kabupaten Pemalanyp.

2. Pemerintah Kabupaten Pemalang. selanjutnva disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengeara Pemerintahan Daerah.

-G

Bupati adalah Bupati Pemalang.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala dacrah vang terdin dart sekretariat daerah.

sekretariat DPRD, dinas daerah. lembaga teknis dacrah. kecamatan dan kelurahan,

2w

Sekretans Daerah adalah Sckretarts Dacrah Kabupaten Pemalang.

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

Dinas Pertanian dan kehutanan adalah Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Pemalang.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Pemalang.

Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan.

menyajikan untuk program-program kelembapaan. kepegawaian dan ketatalaksanaan serta
memberikan luyanan pemanfaatannya bavi pihak-pithak vang menegunakannyva.

0. Tugas adalah proses mengolah "ahan hona dengian mengeunakan peronekot Kerja untol
memperoleh hasil kerja.

[ 1. Uraian Tugas adalah paparan secara rinet tentang hugas,

173

1 Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas. tanggung jawab, wewenany

dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan jabatan dalam organisasi.

13. Pelaksana Tugas/Staf adalah pegawai vang melaksanakan tgas-tugas teknis.

14, Pimpinan adalah pegawai yang melaksanukan tugas-tugas manajerial/ kepemimpinan.

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnyva disingkat UPTD adualah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kabupaten Pemalang.

Pad
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BAB I
SUSUNAN ORGANISASI]

Pusal 2

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kchutanan, terdiri dari -

a.

b.

Kepala Dinas;

Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum.

Bidang Tanaman Pangan. terdiri dari

1. Seksi Produksi Tanaman Pangan:

2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air:

3. Seksi Pembinaan dan Pasca Panen.
Bidang Kchutanan, terdiri dari .

1 Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan:
2 Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan:

3 Seksi Perlindungan dan Keamanan Ilutan.
Bidang Perkebunan, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Usaha Perkcbunan;
2. Seksi Perlindungan Tanaman Pekebunan:
3. Seksi Produksi Perkebunan,

Bidang Peternakan, terdiri dari :

1. Seksi Produksi Peternakan:

2. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair,
3. Seksi Pelayanan Usaha Peternakan
UPTD;

Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB I
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Repala Dinas

Fasal 3

Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikul

d.

b.

merumuskan kebijakan teknis bidang pertunian dan kehutanan sesual ketentuan yvang berlakn
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pertaniun
dan kehutanan vang meliputi perencanuan jangka pendek dan menengah sesuai dengan
ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan rugas;

menyelenggarakan pelaksanaan program Jan kegiatan pembangunan daerah bidang pertanian
dan kehutanan sesual dengan keteniuan agar tercapai sasarun dan tujuan yang telah
direncanakan;

menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perjinan dan rekomendasi bidang penanian dan
kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administasi perijinan

menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesual bidang tupasnya agar pekerjaan selesai tepat
waktu;

mengkoordinasikan pelaksanaan  tupss  dengan unit kerja  terkait untuk  keterpaduin
pelaksanaan tugas;
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menyelenggarakan pengelolaan admumistrasi  ketatausahaan. keuangan, perlengkapan,
kepegawaian, kehumasan, organisasi. ketatalaksanaan dan umum sesual  peraturan yang
berlaku untuk tertib administrasi.

mengorganisasikan pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan sekretarial agar pekerjaan
tepat waktu;

mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan petunjuk agar tugas
menjadi terarah;

memfasilitasi kegiatan masyarakat bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan
kehutanan sesuai peraturan yang berlihu guna (ercapainya sasaran program-program
pembangunan,

menyelenggarakan pelayanan umum bidang tanaman pangan. peternakan, perkebunan dan
kehutznan sesuai peraturan yang berlaku puna terciptanya pelayanan yang lebih baik;
menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan teknis bidang tanaman pangan. peternakan,
perkebunan dan kehutanan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku guna peningkatan
kemampuan petugas;

menyelenggarakan sistem informasi bidung tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan
kehutanan sesuai peraturan vang berlaku untuk kelancaran informasi dinas:

menerapkan kegiatan penunjang yang meliputi : pengembangan sumber daya manusia (SIIM)
pertanian, penyuluhan pertanian, penclitian dan  pengembangan  teknologi - pertanian.
perlindungan varietas, sumber daya penetika (SDG). standarisasi dan akreditasi produk
pertanian sesuai peraturan yang berlaku.

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan secara rutin untuk peningkatan Kinerja:
menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pertanian dan
kehutanan secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yung telah direncanakan;

menyusun laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah sesuai standar akuntans
pemerintahan sebagai bentuk pertanggnngeawahan pengelolaan keuungan docrah:
melaksanakan pembinaan terhadap Ui Pelaksana Teknis dalam linekup Dinas seeira
intensif guna optimalisasi pelaksinaan tpas,

memberikan penilaian  kinerjn  kepady bawahan sesuai ketentuan vang  herlaku puna
peningkatan kinerja;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesual peraturan yang berlaku sebagm
bentuk pertanggungjawaban tugas:

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan scbagai bahan pengambilan keputusan:

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dun fungsinya guna

kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sckretaris

Pasal 4

Uraian tugas Sekrelaris adalah sebagai berikut

d.

b.

menyusun rencana program kegiatun Dinas dan rencana kegiatan kesekretariatan sesuai
ketentuan vang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan  daerah  bidang
tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan meliputi penyusunan RPIMD.
RKPD, program, kegiatan dan dokumen pembangunan daerah lainnya sesuai dengan
ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan.
perelengkapan, organisasi dan ketatal:dksanaan sesuai peraturan vang berlaku untuk tertib
administrasi;

menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

mengkoordinasikan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dinas dengan bidang terkai
guna keterpaduan pelaksanaan tugas.

mengelola sistem akuntansi keuangan pada sesuai ketentuan yang berlaku untuk keluncaran
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu:
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mengkoordinasikan pelaksanaan tuges dengan unit kerja terkait untuk kelancaran tugas
terpadu;

mengkoordinasikan tugas bidang terkait untuk keterpaduan pelaksanan tugas;

mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memeriksa, meneliti, membimbing
dan mengarahkan pekerjaan untuk pen:ngkatan kinerja bawahan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan secara rutin sebagai bahan penilaian kinerja:
menganalisis data dan informasi kesekretariatan secara sistematis untuk disajikan kepada
alasan;

menyelenggarakan pengelolaan administrasi meliputi perencanaan. keuangan dan umum
sesuai ketentuan guna tertib administrasi,

memfasilitasi pelayanan kunjungan kerja, tamu dinas dan informasi tentang Kkegiatan
bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan untuk dipublikasikan dan
didokumentasikan;

melaksanakan monitoring dan evaluisi kegiatun Kesekretariatan sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai bahan penyusunan laporan.

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJLPPD, pengawasan
melekat, daloptan dan laporan rutin kiunnya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugis,

memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan
kinerja bawahan:

membuat leporan pelaksanaan tugas secura berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban:
memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan:
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan rugas.

Puragral |
Kepala Sub Bagian Perencanaan

Pasal 3

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah sebagar berikut ;

a.

rl’_l.

menyusun program kerja dan kegiatan bidang tanaman pangan. peternakan, perkebunan dan
kehutanan yang meliputi RENSTRA, RENJA, DPA. RKA dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan penyusunan LAKIP. LKPJ, LPPD dan laporan lainnva sesuai dengan
ketentuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:

menganalisis data perencanaan bidang tanaman pangan., peternakan. perkebunan dan
kehutanan secara sistemnats sebagai bahar mformas: kepada prthak vang membutuhkan:
menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi  pelaksanaan kegiatan sesuni denpan bidang
tugasnya untuk mengetahut perbembanpen pelaksanaan tugas.

mengkoordinasikan pelaksanakan tugas dengan uni kerja cuna keterpaduan pelaksanaan
lugas:

menjabarkan perintah atasan baik sccara lisan  maupun  tertulis untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas;

memberikan penilaian kinerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan vang berlaku untuk
peningkalan kinerja bawahan;

membagi tugas kepada bawiahan scsuai dengan tugasnyva guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;
memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan:
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

h
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Paragral 2
Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

a.

b.

menyusun program kerja dan kegiatan bidang pengelolaan keuangan sesual ketentuan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraluran yang berlaku untuk
tertib administrasi;

meneliti kelengkapan administrasi keuangan yang diajukan oleh bendahara penerimaan dan
pengeluaran sesuai dengan ketentuan guna kelancaran pengelolaan keuangan;
melaksanakan verifikasi dokumen kcuangan sesual dengan ketentuan guna tertib
administrasi keuangan;

membuat laporan keuangan sesual dongan ketentuan yang berlaku  scbagai  bahan
penyusunan laporan keuangan daerah:

menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang
tugasnya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas:

menjubarkan perintah atasan baik sccara lisan maupun  tertulis  untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas;

memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan
kinerja bawahan;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya guna kelancaran pelaksanaan
tugas:

membuat laporan pelaksanaan tugas scenra berkala sehagai bentuk pertangeungjawaban:
memberikan saran dan perlimbangan kepada atasan sebagal bahan pengumbilan keputusan
melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk kelancaran peluksanaan tugas.

Paragral 3
Kepala Sub Bagian Umum

Pasal 7

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut ;

a.

r:

menyusun program dan kegiatan bidung tanaman pangan. peternakan. perkebunan dan
kehutanan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan dan
ketatalaksanaan sesuai ketentuan sebagail pedoman pelaksanaan tugas;
mengelola ketatausahaan meliputi surat menyural, perjalanan dinas, pelayanan tamu.
pelaksanaan rapat dan keprotokolan scsuai dengan ketentuan guna kelancaran pelaksanaan
Tugas;
mengelola ketatalaksanaan yang meliputi penataan prosedur kerja, pengaturan lala ruang,
kebersihan dan penggunaan seragam dinas serla penalalaksanaan lainnya sesuai dengan
ketentuan,
mengelola kepegawaian meliputi data pegawal, usulan kenaikan pangkal. usulan kenaikan
berkala, usulan pensiun dan urusan Kepegawaian lainnya sesuai denpan ketentuan guna
tertib administrasi;
mengelola administrasi barang milik daerah sesuai dengan ketentuan  guna tertib
administrasi;
melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kehumasan.
kepegawaian, perlengkapan. dan kelatalaksanaan agar diperoleh  kesesuaian antara
perencanaan dan hasil;
menjabarkan perintah atasan baik sccara lisan maupun tertulis untuk kelancaran
pelaksanaan tugas:
memberikan penilaian kinerja sesuwt dengan ketentuan vang berlaku untuk peningkatan
kinerja bawahan;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnva guna Kelancaran pelaksanaan
lugas;
membuat laporan pelaksanaan tugas sccara berkala sehagai bentuk pertanggungjawaban,

6
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k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan:

1.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas pokok dan
fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Tanaman Pangan

Pasal 8

Uraian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :

d.

b.

menyusun program dan kegiatan bidang lanaman pangan scsuai dengan ketentuan sebaga
peaoman pelaksanaan tugas:

merumuskan dan menetapkan pengembangan, pengelolaan lahan pertanian, sentra komoditas
pertanian, sasaran arcal tanam. pengiawasan lata ruang dan tata guna lahan pertanian.
rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian scsual peraturan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat
usaha tani dan desa, bimbingan dan pengawasan pemanfaatan pemeliharaan jaringan irigasi
dan sumber air irigasi sesual peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
menyelenggarakan himbingan penvedizan. peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.
pergawasan pengadaan, peredaran dun penggunaan pupuk dan pestisida. bimbingan
penerapan standar mutu pupuk dan pestisida, pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan
terhadap ketersediaan pupuk dan pestisida sesuai peraturan yang berlaku guna mencukupi
kebutuhan pupuk dan pestisida;

menyelenggarakan bimbingan pencrapan  dan  pengawasan  benih.  bibit  tanaman.
penyebarluasan benih dan bibit tanaman. pengelolaan. pembinaan dan pengawasan balal
benih sesuai peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan  bimbingan  penpembangan  dan  pemanfaatan  sumber-sumber
pembiayaan/kredit agribisnis. pemberduy.aam lembaga keuangan mikro pedesaan, bimbingan
penyusunan rencana usaha agribisnis, pengawasan  penyaluran,  pemanfaatan  dan
pengendalian kredit sesual peraturan yang berlaku untuk pembiavaan usaha tanaman pangan
dan hortikultura;

menyelenggarakan bimbingan teknis pemantauvan. pengendalian dan  penanggulangan
organisme pengganggu tanaman serta penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman
sesuai peraturan yang berlaku guna menekan intensitas serangan hama dan penyakit tanaman
pangan dan hortikultura;

mengelola dan memfasilitasi pembenian izin dan rekomendasi osaha tinaman pangan dan
hortikultura sesuai peraturan vang boe-lohu guna pengendalian periziman bidang tanaman
pangan dan hortikultura:

menyelengparakan bimbingan teknis pola tanam tanaman pangan dan  hortikulura,
peningkatan mutu hastl tanaman pangan dan horttkultura dan pelestarian tanaman langka
sesuai peraturan yang berlaku untuk peningkatan teknis budidava tanaman pangan dan
hortikultura;

menyelenggarakan pembinaan usaha tanuman pangan dan hortikultura melalui bimbingan
kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, pola kerjasama usaha tani, bimbingan
pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan
hortikultura, kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura sesuai peraturan
vang berlaku guna meningkatkan pembinaan usaha bidang tanaman pangan da hortikultura:
menyelenggarakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil
tanaman pangan dan hortikultura sesuai peraturan yang berlaku guna peningkatan kualitas
panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
menyelenggarakan bunbingan pemasarun. promosi, penyebarluasan informasi  pasar,
pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura sesuai peraturan yang
berlaku guna meningkatkan pemasaran komoditas lanaman pangan dan hortikultura;

. mengembangkan sarana usaha penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produks:

serta pemasaran hasil tanaman pangan sesuai peraturan yang berlaku guna peningkatan
sarana usaha tanaman pangan dan hortikultura:

-]
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mengembangkan alat dan mesin pertani sesuai peraturan vang berlaku guna pe ningkatan
usaha tanaman pangan dan hortikultura:

merumuskan pengembangan statistik dan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura
sesuai peraturan yang berlaku guna pedomun pelaksunaan tugas:

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas scsuai bidang tugas guna
memperoleh kesesuaian perencanaan dan hasil:

menerapkan kegiatan penunjang vang meliputi pengembangan sumber daya manusia (SDM)
per'taman penyuluhan, penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, perlindungan
varietas, standarisasi dan akreditasi produk tanaman pangan sesuai peraturan yang berlaku
guna keberhasilan program-program pertanian;

menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara terfulis untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

mengkoordinansikan pelaksanaan tupas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas dengan memberitkan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran
pelaksanaan tugas,

menyusun laporan pelaksanaan tugas sccara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan
program dan kegiatan dinas:

memterikan penilaian kinerja kepada buwithan untuk meningkatkan kinerja;

. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;

melaksenakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya guna kelancaran pelaksanaan 1uyas.

Paragraf 1
Kepala Seksi Priduksi Tanaman Pangan

Pasal 9

Uraian tugas Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan adalah sebagai berikut

a.

b.

o

menyusun program dan kegiatan seksi produksi tanaman pangan sesuai aturan vang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

melaksanakan bimbingan teknis penggunaan pupuk dan penerapan standar mutu pupuk
sesuai peraturan yang berlaku ¢ mna kecukupan kebutuhan pupuk untuk tanaman pangan dan
hortikultura;

melaksanakan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida dan pembinaan
unit pelayanan pestisida serta mencraphan standar mutu pestisida sesual peraturan yang
berlaku untuk mengetahui ketepatan pengpunaan pestisida sesuai yang dirckomendasikan:
melaksanakan bimbingan penerapan pedoman perbenihan, standar mutu benih, pengaturan
penggunaan benih. pemantauan produks: benih, pengawasan perbanyakan dan peredaran
serta penggunaan benih, pengembangun sistem informasi perbenihan  tanaman dan
hortikultura, pembangunan dan pengelolaan balai benih. pengawasan penangkar benih sesuai
peraturan dan pedoman teknis yang bherlaku guna mendapatkan kualitas standar benih
tanaman dan hortikultura;

melaksanakan pengamatan, identifikasi. pengendalian dan analisis dampak organisme
pengganggu tanaman dan pelaksanaan penaggulangan wabah hama dan penyakit tanaman
guna menckan dan mengurangi intensitus serangan:

melaksanakan bimbingan tekmis budidava meliputi pola tanam. peningkatan mutu hasil
tanaman pangan dan pelestarian tanaman langka sesuai peraturan untuk meningkathan
budicaya tanaman pangan dan hortikuliura.

melakukan analisis kebutuhan benih tinaman pangan dan hortikultura sesua rekomendasi
dan potensi guna mencukupi kebutuhan benth uniok tanaman pangan dan hortikultura:
menyiapkan data statistik tanaman porean dan horokultura sesuar aturan vang berlak
sebagai bahan laporan dan bahan pengambilan keputusan pimpinan.

menjabarkan perintah atasan baik secars lisun maupun secara tertulis untuk Kelancaran
pelaksanaan tugas;

mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait puna keterpaduan
pelaksanaan tugas;
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k.

=

mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran
pelaksanaan tugas,

menyusun laporan pelaksanaan tugas sccara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;

memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
melaksanakan tugas lain vyang diberikun oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Kepala Seksi Penoelolaan Lahan dan Air

Pasal 10

Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Laban dan Air adalah sebagin benkul

d.

b.

&

menyusun program dan kegiatan seks pengelolaan lahan dan air sesuail peraturan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

melaksanakan pengembangan lahan, pemctaan potenst dan pengawasan lata rudng serta lata
guna lahan pertanian, penetapan sentra komoditas pertanian dan areal tanam  sesual
kemampuan sumberdaya lahan yang ada scbagal pedoman pelaksanaan kegiatan:
melaksanakan bimbingan teknis rehabilitasi jaringan, sumber air dan konservasi air irigasi
serta penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani guna mencukupi
kebutuhan air irigasi;

melakukan analisis kebutuhan benih dan pupuk untuk tanaman pangan dan hortikultura
sesuai rekomendasi dan potensi guna tercukupinya kebutuhan benth dan pupuk untuk
tanaman pangan dan hortikultura;

melaksanakan evaluasi penggunaan pupuk dan pestisida sesual aturan yang berlaku untuk
memantapkan kebutuhan dan ketersedinan pupuk dan pestisida;

melaksanakan bimbingan dan pengembunpan sarana dan prasarana pertanian fanaman
pangan dan hortikultura sesuai aturan yang berlaku;

melaksanakan pembinaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian untuk pengolahan
lahan pertanian meliputi, pengelolaan jasa alat dan mesin serta bengkel dari pengrajin dan
mesin pertanian sesuai rekomendasi;

menjabarkan perintah atasan baik sccara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

mengkoordinansikan  pelaksanaan tugas dengan unit Kerja terkait puna  keterpaduan
pelaksanaan tugas.

mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

menyusun laporan pelaksanaan tugas sccara berkala sebapai bahan laporan pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;

memberikan penilaian kinerja kepada bawiahan untuk meningkatkan kinerja;

. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai buhan pengambilan keputusan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tupas pokok dan
fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragral’ 3
Kepala Scksi Pembinaan dan Pasca Panen

Pasal 11

Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pasca Panen adalah sebagai berikut |

d.

menyusun program dan kegiatan seksi pembinaan dan pasca panen sesuai aturan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tuuas:

melaksanakan bimbingan teknis pengembangan  dan  pemanfaatan  sumber-sumiber
pembiayaan/kredit agribisnis, rencana usaha agribisnis, pemberdayaan lembaga keuangun
mikre pedesaan serta pengawasan penysluran, pemanifaatan dan pengendalian kredit hidang
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tanaman pangan dan hortikultura guna mengembangkan akses perbankan dan lembaga
keuangan mikro di desa;

memfasilitasi dan melayani pemberian izin dan rekomendasi usaha tanaman pangan dan
hortikultura guna pengendalian terhadap izin usaha tanaman pangan dan hertikultura;
melaksanakan pembinaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian untuk pengolahan
hasil pertanian meliputi, pengelolaan jasa alat dan mesin serta bengkel dari pengrajin alat
dan mesin pertanian sesuai rekomendasi kebutuban;

melaksanakan pengawasan, peredaran dan penggunaan pupuk, pelaksanaan peringatan dini
dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk dan pestisida sesuai peraturan yang berlaku
guna mencukupi kebutuhan pupuk dan pestisida;

melaksanakan pembinaan usaha dan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha
tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna
keberhasilan sektor pertania.i;

melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap kelompok tani/kelompok usaha guna
tercapainya peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani dan berperannya fungsi
kelompok tani sesuai peraturan yang berlaku;

menyiapkan bahan pembinaan teknis panern, pasca panen dan pengolahan hasil sesuai aturan
yang berlaku guna peningkatan mutu hasil olahan tanaman pangan dan hortikultura;
melaksanakan pembinaan pemasaran hasil, promosi, temu usaha, informasi pasar, dan
pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura sesuai peraturan yang
berlaku guna meningkatkan transaksi dan mengetahui fluktuasi harga;

menjaburkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan laporun pelaksanaan

program dan kegiatan dinas;

memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja,

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas,

Bagian Keempat
Kepala Bidang Kehutanan

Pasal 12

Uraian tugas Kepala Bidang Kehutanan adalah sebagai berikut :

b.

menyusun rencana program dan kegiatan bidang kehutanan sesuai peraturan yang berlaku
guna pedoman pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan inventarisasi dan penunjukan kawasan hutan yang meliputi hutan
produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam serta
pembentukan wilayah pengelolaan hutan sesuai peraturan yang berlaku guna
mengoptimalkan fungsi hutan;

menyelenggarakan pembinaan teknis rencana pengelolaan dan rencana kerja usaha jangka
panjang, jangka menengah, jangka pendek unit kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP)
sesuai dengan ketentuan guna keberhasilan perencanaan kegiatan

menyelenggarakan penataan batas luar arcal unit kerja pemanfaatan hutan produksi sesuai
peraturan yang berlaku guna memaksimalkan pengelolaan hutan produksi;

merumuskan pertimbangan teknis rencana pengelolaan dan rencana kerja jangka panjang,
jangka menengah, jangka pendek unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) dan
penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung sesuai peraturan yang berlaku
guna memaksimalkan pengelolaan hutan lindung;

menyelenggarakan rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek
unit kesatuan pengelolaan hutan konversasi (KPHK), cagar alam dan taman wisata alam.
sesuai peraturan yang berlaku untuk mendapatkan hasil pengelolaan yang maksimal;

10
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h.

menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten
scsuai peraturan yang berlaku untuk pengendalian hasil hutan ;

merumuskan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan
mangrove, pengelolaan daerah aliran sungai dan reklamasi hutan pada areal yang dibebani
izin penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan;

menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan hutan kota, pelaksanaan perlindungan
hutan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan sesuai peraturan yang
berlaku ;

menyelenggarakan bimbingan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat kawasan
hutan;

menyelenggarakan penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan, teknis rehabilitasi hutan
dan lahan, pemungutan hasil hutan, perlindungan dan keamanan hutan sesuai dengan
ketentuan guna mendukung keberhasilan program kehutanan;

menyelenggarakan pemungutan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak sektor
kehutanan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku;

membina usaha-usaha bidang kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

menyusun laporan pelaksanaan tugas sccara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;

memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf |
Kepala Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan

Pasal 13

Uraian Kepala Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan adalah sebagai berikut

a.

b.

menyusun program dan kegiatan seksi produksi dan peredaran hasil hutan sesuai peraturan
yang berlaku guna pedoman pelaksanaun tugas;

melaksanakan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung berdasar peraturan yang
berlaku guna memperoleh data hutan vang akurat; ~ B

melaksanakan usulan perubahan status dan fungsi hutan dan pembahasan status dari lahan
milik menjadi kawasan hutan dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan:
mengusulkan rancang bangun dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan
hutan produksi serta institusi wilayah pengelolaan hutan sesuai peraturan yang berlaku;
menyiapkan bahan pertimbangan teknis rencana dan rencana kerja usaha jangka panjang,
jangka menengah, jangka pendek unit kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP),
penataan batas luar areal unit kerja pvmanfaatan hutan produksi sesuai peraturan yang
berlaku untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

memfasilitasi pemberian rekomendasi dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan
produksi, pemungutan hasil hutan pada hutan hak, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada
hutan produksi, usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi
sesuai peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi perijinan;

melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten sesuai
peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi;

melaksanakan pemungutan dan penatausahaan penerimaam negara bukan pajak bidang
kehutanan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku;
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J-

melaksanakan pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan sesuai dengan
potensi guna peningkatan hasil usaha kehutanan;

melaksanakan pembinaan dan pengendalian dengan memberikan bimbingan, supervisi,
konsultasi, pemantauan dan evaluasi produksi dan peredaran hasil hutan sesuai
kewenangannya;

menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan
pelaksanaan tugas;

. mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran

pelaksanaan tugas,

menyusun laporan pelaksanaan tugas sccara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;

memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 14

Uraian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah sebagai berikut :

a.

b.

C.

=3 =

menyusun program dam kegiatan seksi rehabilitasi hutan dan lahan sesuai peraturan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

menyusun sistem informasi kehutanan, numerik dan spasial sesuai peraturan yang berlaku
untuk mempermudah informasi;

menyusun rencana dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove
melalui penetapan lahan kritis, pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan
DAS/Sub DAS, rencana tshunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan tanaman
rakyat, hutan produksi dan hutan lindung yang tidak dibebani pemanfaatan/pengelolaan
hutan diluar kawasan hutan negara sesuai pedoman teknis yang berlaku;

menyusun pertimbangan teknis rencana pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
pertimbangan teknis rencana, reklamasi hutan pada areal yang dibebani izin penggunaan.
kawasan hutan, rencana dan p~laksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam sesuai
pedoman teknis yang berlaku;

melaksanakan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengamanan
hutan kota sesuai peraturan yang berlaku untuk memberikan ruang hijau perkotaan;
melaksanakan pembenihan tanaman hutan melalui inventarisasi, identifikasi serla
pengusulan calon areal sumberdaya genctik, pembinaan pengguna bibit/benih, pelaksanaan
sertifikasi sumber benih dan mutu bernh/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan
mutu benih/bibit tanaman hutan untuk mendapatkan mutu benih/bibit yang sesuai standar;
melaksanakan penyuluhan bidang kehutanan melalui penguatan kelembagaan dan
penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten;

menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara lertulis untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebapai bahan laporan pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;

memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja;

. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan:

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya guna kelancaran pelaksanaan lugas.
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Paragraf 3
Kepala Seksi Perlindungan dan Keamanan Hutan

Pasal 15

Uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan dan Keamanan Hutan adalah sebagai berikut :

a.

b.

won

menyusun program dan kegiatan seksi perlindungan dan keamanan hutan sesuai peraturan
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

melakukan pengelolaan hutan lindung dalam program jangka panjang, jangka menengah dan
jangka pendek serta penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung sesuai
dengan peraturan yang berlaku;

menyusun pertimbangan teknis rencanz pengelolaan jangka panjang, jangka menengah,
jangka pendek unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) sesuai pedoman teknis
yang berlaku;

menvusun pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah,
jangka pendek cagar alam dan wisata alam sesuai pedoman teknis yang berlaku;
melaksanakan pemberian perizinan dan rekomendasi pemanfaatan kawasan hutan pada hutan
lindung melalui peranfaatan jasa lingkungan skala kabupaten;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam
sesuai peraturan yang berlaku ;

menyiapkan bahan kegiatan lembaga konservasi sesuai peraturan yang berlaku untuk dapat
diproses tindaklanjut;

melaksanakan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani
hak dan memberikan fasilitasi bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan
hutan yang dibebani hak sesuai peraturan vang berlaku untuk perlindungan hutan;
melaksanakan pemberdayaan masyarakal dalam mengembangkan kelembagaan dan usaha
kemitraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan sesuai peraturan yang berlaku
untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar hutan;

melaksanakan penyuluhan perlindungan hutan, pemberantasan hama dan penyakit,
kebakaran hutan dan lahan, keamanan hutan, perlindungan sumber mata air serta pencegahan
bencana alam sesuai fungsinya;

melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan sipil teknis sesuai peraturan yang
berlaku guna meningkatkan kemampuan hutan dan lahan;

melaksanakan penelitian dan pengembangan kehutanan serta memfasilitasi pelayanan
perizinan penelitian pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai
kawasan hutan dengan tujuan khusus sesuai peraturan yang berlaku guna memperoleh hasil
penelitian yang maksimal;

menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan
pelaksanaan tugas;

mendistnbusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;

memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Perkebunan

Pasal 16

Uraian tugas Kepala Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut :

a.

merumuskan program dan kegiatan bidang perkebunan sesuai peraturan yang berlaku guna
pedoman pelaksanaan tugas;
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b.

c.

nem

merumuskan kebijakan teknis dan umum bidang perkebunan sesuai peraturan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mengembangkan pengelolaan lahan perlkebunan, sentra komoditas perkebunan, sasaran areal
tanam, pengawasan tata ruang dan taia guna lahan perkebunan serta pengendalian lahan
perkebunan sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menyelenggarakan upaya pemanfataan dan pengembangan sumber air perkebunan, air
permukaan dan air tanah sesuai peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk, pestisida,
penggunaan alat dan mesin perkebunan sesuai peraturan yang berlaku guna kelancaran
peiaksanaan tugas,

menyelenggarakan bimbingan penerapan dan pengawasan benih dan bibit tanaman
perkebunan sesuai peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

merumuskan pedoman teknis budidaya perkebunan dan pengendalian organisme
pengganggu tanaman sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menyelenggarakan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan
pembinaan usaha perkebunan serta pemanfaatan sumber pembiayaan usaha agribisnis sesuai
peraturan yang berlaku sebagai pedomun pelaksanaan tugas;

merumuskan penerapan sistem informasi dan penyusunan data statistik perkebunan sesuai
peraturan yang berlaku guna pedoman pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan pengembangan sumberdaya manusia dan penyuluhan perkebunan sesuai
peraturan yang berlaku guna peningkatan kualitas sumberdaya manusia perkebunan;
menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan maupun petunjuk teknis
bidang perkebunan sesuai peraturan yang berlaku sebagai bahan laporan;

menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran
pelaksanaan tugas,

. mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan

pelaksanaan tugas,

mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;

memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas guna kelancaran pelaksanaan
tugas.

Puragraf 1
Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan

Pasal 17

Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan adalah sebagai berikut :

a.

b.

menyusun program dan kegiatan seksi pengembangn usaha perkebunan sesuai aluran yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis panen, pasca panen, pengolahan hasil
dan peningkatan mutu hasil perkebunan sesuai aturan yang berlaku guna peningkatan mutu
hasil olahan perkebunan;

melaksanakan bimbingan teknis penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit
penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan untuk menjaga standar mutu pengolahan;
melaksanakan bimbingan teknis pembinaan usaha dan kelembagaan usaha tani seria
penerapan kemitraan usaha perkebunan sesuai peraturan yang berlaku;

melaksanakan  bimbingan  pengembangan dan  pemanfaatan  sumber-sumber
pembiayaan/kredit agribisnis, penyusunan rencana usaha agribisnis, pemberdayaan lembaga
keuangan mikro pedesaan serta pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian
kredit bidang perkebunan sesuai peraturan yang berlaku guna mengakses permodalan;
melakukan pemberian izin dan rekomendasi usaha perkebunan sesuai aturan yang berlaku
guna ketertiban administrasi perijinan perkebunan;
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mnelaksanakan upaya promosi, temu usaha, pemasaran hasil dan penyebarluasan informasi
harga komoditas perkebunan sesuai peraturan yang berlaku guna meningkatkan pemasaran
komoditas perkebunan;

menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran
pelaksansaan tugas;

mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

menyusun laporan pelaksanaan tugas sccara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;

memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja;

. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 18

Uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan Tanainan Perkebunan adalah sebagai berikut :

b.

c.

[ S

B

menyusun program dan kegiatan seksi perlindungan tanaman perkebunan sesuai peraturan
yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

melaksanzkan bimbingan teknis perlindungan tanaman perkebunan sesuai ketentuan yang
berlaku guna peningkatan produksi komoditas perkebunan;

melaksanakan kebijakan penggunaan pestisida dan penerapan standar mutu pestisida, serta
pengembangan unit usaha pelayanan pestisida guna mengetahui kebutuhan dan peredaran
pestisida;

melaksanakan pengamatan, identifikasi. pemetaan, pengendalian dan analisis dampak
kerugian organisme pengganggu tanaman (OPT) serta pengendalian hama terpadu (PHT)
sesuai dengan ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas,

melaksanakan upaya dukungan pengendalian, pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan
wabah hama dan penyakit menular pada tanaman perkebunan sesuai peraturan yang berlaku
untuk peningkatan produksi perkebunan;

melaksanakan pengawasan peredaran bahan tanam/bibit, pupuk dan pestisida sesual
ketentuan yang berlaku untuk mengetahui dengan jelas peredarannya;

menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis unfuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;

memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Kepala Seksi Produksi Perkebunan

Pasal 19

Uraian tugas Kepala Seksi Produksi Perkebunan adalah sebagai berikut :

a.

menyusun program dan kegiatan seksi produksi perkebunan sesuai aturan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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b.

melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengkajian dan penyiapan paket teknologi,
benih dan bibit tanaman perkebunan dan sesuai aturan dan rekomendasi yang berlaku guna
peningkatan produksi komoditas perkebunan;

menganalisis kebutuhan benih dan pupuk untuk tanaman perkebunan sesuai peraturan yang
berlaku guna mencukupi kebutuhan benih dan pupuk; . _
menyiapkan bahan penentuan areal dan sasaran produksi perkebunan sesuai potensi dan
kondisi wilayah guna peningkatan produksi perkebunan;

menyiapkan bahan pembinaan perbenihan dan perbibitan, budidaya dan penggunaaan pupuk
sesuai aturan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

melakukan pembinaan dan pengawusun penangkar benih dan bibit perkebunan serta
pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
melaksanakan pembinaan, penerapan Jan pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai
kebutuhan guna mencukupi kebutuhan alat dan mesin perkebunan;

menyiapkan bahan untuk pengembangan sumberdaya manusia pertanian tentang komoditas
perkebunan sesuai aturan yang berlaku guna peningkatan kualitas sumberdaya manusia
pertanian;

menyiapkan data statistik perkebunan sesuai aturan yang berlaku sebagai bahan laporan dan
bahan pengambilan keputusan pimpinan:

menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit Kkerja terkait guna Kketerpaduan

pelaksanaan tugas;
mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan

program dan kegiatan dinas;

memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Kepala Bidang Peternakan

Pasal 20

Uraian tugas Kepala Bidang Peternakan adalah sebagai berikut :

a.

b.

menyusun program dan kegiatan bidang peternakan sesuai ketentuan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menetapkan kawasan peternakan mencakup pemetaan potensi peternakan, kawasan
peternakan, lahan hijauan pakan dan pengawasan kawasan peternakan sesuai peraturan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan
serta kesehatan masyarakat veterinair sesuai peraturan yang belaku untuk mencukupi
kebutuhan alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan;

menyelenggarakan bimbingan pemanfataan air untuk peternakan dan kesehatan hewan
sesuai peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan bimbingan penerapan kebijakan obat hewan, vaksin dan sediaan biologis
sesuai peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas,

merumuskan penerapan teknologi penggunaan dan peredaran pakan termak sesuai ketentuan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanuan tugas;

menyelenggarakan pengawasan mutu bibit ternak dan pakan ternak berdasarkan ketentuan
yang berlaku agar sesuai dengan standarisasi,

merumuskan kebijakan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program, bimbingan
penyusunan rencana usaha agribisnis, pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan,
bimbingan dan pengawasan pcnyaluran serta pemanfaatan kredit program sesuai peraturan
yang berlaku guna mendekatkan petani peternak dengan akses pembiayaan;
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merumuskan kebijakan teknis kesebatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat
veteriner sesuai peraturan yang berlaku untuk menciptakan keschatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner sesuai standar teknis;

menyelenggarakan bimbingan teknis penyebaran dan pengembangan peternakan sesuai
peraturan yang berlaku agar penyebaran dan pengembangan peternakan dapat optimal;
menyelenggarakan penerapan dan bimbingan pembinaan usaha dan sarana usaha bidang
peternakan sesuai standar teknis guna meningkatkan kegiatan usaha bidang peternakan;
menyelenggarakan bimbingan teknis penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan
pemasaran ternak sesuai standar yang berlaku guna meningkatkan kualitas hasil dan
meningkatkan pemasaran,

merumuskan pengembangan, penerapan sistem statistik dan informasi peternakan dan
kesehatan hewan sesuai peraturan yang berlaku guna pedoman pelaksanaan tugas;
menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan maupun petunjuk teknis
bidang peternakan sesuai peraturan yang herlaku sebagai bahan laporan;

menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan
pelaksanaan tugas;
mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

menyusun laporan pelaksenaan tugas sccara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;

memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kKinerja:

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas,

Paragraf 1
Kepala Seksi Produksi Peternakan

Pasal 21

Uraian tugas Kepala Seksi Produksi Peternakan adalah sebagai berikut :

b.

menyusun program dan kegiatan seksi produksi peternakan berdasarkan peraturan yang
berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan penetapan kawasan peternakan, peta potensi peternakan, pengembangan
hijaun pakan ternak, penetapan padang penggembalaan dan bimbingan penetapan kawasan
peternakan ;

melaksanakan bimbingan teknis perbibitan ternak dan produksi ternak sesuai petunjuk teknis
yang berlaku guna peningkatan produksi ternak;

melaksanakan kegiatan pelatihan inseminasi buatan, pencatatan administrasi dan
pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan sesua petunjuk teknis untuk mendapatkan ternak
unggul;

melaksanakan bimbingan budidaya ternak, seleksi ternak bibit, registrsi ternak bibit,
penerapan standar perbibitan dan pengawasan mutu bibit sesuai ketentuan yang berlaku
guna peningkatan produksi ternak;

melaksanakan bimbingan produksi pakan ternak, penerapan teknologi pakan ternak, standar
mutu pakan ternak dan pengawasan peredaran pakan ternak sesuai peraturan yang berlaku
untuk mendapatkan pakan ternak yang sesuai standar mutu;

melaksanakan penerapan penggunaan alat dan mesin peternakan sesuai kewenangannya
guna mencukupi dan mengembangkan kebutuhan alat dan mesin produksi peternakan;
melaksanakan pengembangan informasi peternakan melalui pengumpulan, pengolahan, dan
analisis data peternakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan data informasi
peternakan yang akurat;

melaksanakan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan sesuai petujuk teknis yang
berlaku;

menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
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mengkoordinansikan pelaksanaan tuges dengan unil kerja terkait guna keterpaduan
pelaksanaan tugas;
mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran
pelaksanaan tugas,

. menyusun laporan pelaksanaan tugas sccara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan

program dan kegiatan dinas;

memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
melaksanakan tugas lain yang diberikun oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair

Pasal 22

Uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinair adalah sebagai berikut :

a.

b.

"..I_..

menyusun program dan kegiatan seksi kesehatan hewan dan masyarakat veterinair sesuai
peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

melaksanakan bimbingan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinair, penerapan
teknologi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinair sesuai pedoman teknis yang
berlaku guna peningkatan derajat keschatan hewan dan keschatan masyarakat veterinair;
melaksanakan pemberian perizinan/rekomendasi meliputi : izin praktek dokter hewan, izin
laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet, izin usaha obat hewan tingkat depo, toko,
kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop, pemberian surat keterangan asal
hewan dan produk hewan, surat keterangan kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal
ternak, merckomendasi instalasi karantina hewan, bimbingan standar teknis unit usaha
produk pangan asal hewan, bimbingan pelaksanaan penerapan Nomor Kontrol Veteriver
(NKV) sesuai peraturan dan pedoman teknis yang berlaku guna pemantauan, pengawasan
dan pengendalian perizinan bidang keschatan hewan dan masyarakat veterinair;
melaksanakan upaya pengembangan obat hewan mencakup identifikasi dan inventarisasi
kebutuhan obat hewan, peneripan mutu obat hewan dan pengawasan penggunaan obat
hewan;

meniabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna Keterpaduan
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;

memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja,

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan,
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesvai dengan tugas pokok dan
fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Kepala Seksi Pelayanan Usaha Peternakan

Pasal 23

Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Usaha Peternakan adalah sebagai berikut :

a.

b.

menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan usaha peternakan sesuai peraturan yang
berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

melaksanakan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis, pemberdayaan lembaga
keuangan mikro pedesaan, pengawasan penyaluran dan pemanfaatan kredit usaha sesuai
peraturan yang berlaku guna mendekatkan petani peternak dengan akses pembiayaan;
melaksanakan pemberian perizinan/rekomendasi meliputi : izin usaha budidaya peternakan,
usaha budidaya hewan kesayangan, pembuatan/peredaran alat dan mesin peternakan, usaha
Rumah Potong Hewan/ Rumah Potong Unggas dan pendaflaran usaha peternakan sesuai
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peruturan dan pedoman teknis yang berlaku guna pemantauan, pangawasan dan pengendalia
perizinan;

d. melaksanakan inventarisasi budidava peternakan, budidaya hewan kesayangan,
pembuatan/peredaran alat dan mesin peternakan, rumah potong hewan/rumah potong
unggas, usaha pengolahan produk peternakan dan kelembagaan usaha tani ternak sebagai
bahan informasi dan tindak lanjut;

e. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan, pengelolaan unit pengolahan, alat
transportasi, unit penyimpanan bahan asal hewan, kelembagaan usaha tani termak dan
kerjasama kemitraan usaha peternakan:

f. memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis peternakan, pemasaran hasil. promos
komoditas peternakan, penyebarluasan informasi pasar sesuai peraturan yang berlaku guna
peningkatan usaha dan pemasaran komoditas peternakan;

g. melaksanakan bimbingan panen, pasca panen dan pengolahan hasil panen sesual petunjuk
teknis guna peningkatan kualitas;

h. melaksanakan pengawasan penyaluran dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit
program sesuai peraturan yang berlaku agar tepat sasaran;

i. melaksanakan pengawasan kerjasama/kemitraan antar lembaga kerjasama'kemitraan
peternakan agar petani peternak peserta kemitraan tidak dirugikan;

j. menjabarkan perintah atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

k. mengkoordinansikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait guna keterpaduan
pelaksanaan tugas;

l. mendistribusikan tugas dengan memberikan petunjuk kepada bawahan guna kelancaran
pelaksanaan tugas,

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan laporan pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;

n. memberikan penilaian kinerja kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja,

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;

p. melaksanskan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 43
Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kehutanan dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004
Nomor 52 ) dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian
Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertanian |anaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pemalang
( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 53 ), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada taggga.l 15 Desember 2008
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pada tanggal 15 Desember 2008
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